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PUTUSAN
NOMOR 863/PID/2023/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada

pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut

dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap . Yusuf Hanafi

2. Tempat lahir : Malang

3. Umur/Tanggal lahir : 78/23 Mei 1945

4. Jenis kelamin . Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal - JI. Simo Sidomulyo 5/16 RT.002 RW.015

Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota
Surabaya atau JI. Masjid 40 Kelurahan

Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota

Surabaya
7. Agama . Kristen
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Yusuf Hanafi tidak ditahan;
Terdakwa dalam persidangan tingkat banding didampingi Penasihat
Hukumnya SUDIBYO CHRISTIYAN, SH DAN EDITYA WIRA PRATAMA, SH,

pada Kantor Hukum “SUDIBYO CHRISTIYAN, SH & Partners” beralamat di
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The Royal 55 Office Tower 7" -12 Royal Residence kota Surabaya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023;
PENGADILAN TINGGI tersebut;
Telah membaca:
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
863/PID/2023/PT SBY. tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
863/PID/2023/PT SBY. tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor 863/PID/2023/PT SBY. tanggal 2 Agustus 2023 tentang
Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara
tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh

Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

————————— Bahwa terdakwa YUSUF HANAFI baik bertindak sendiri-sendir
maupun bersama-sama dengan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO
(dituntut dalam berkas terpisah), pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2019
sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya di waktu-waktu di bulan

Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya waktu lain pada tahun 2019
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bertempat di jalan Lembang No. 8 RT.004 RW.004 Kelurahan Samaan
Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang,
telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh
lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah dengan menyuruh
memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai
sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakanoleh akta itu, dengan
maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah
olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat
menimbulkan kerugian”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara
antara lain sebagai berikut:
- Bahwa berawal saat terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa
Hukumnya mengajukan Gugatan Perdata waris di Pengadilan Negeri
Malang dengan Nomor : 174/Pdt.G.Plw/2018/PN.MIlg melawan saksi
DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat. Bahwa
didepan persidangan tersebut Majelis Hakim juga menunjukkan bukti-
bukti yang diajukan baik dari Kuasa Hukum terdakwa YUSUF HANAFI
selaku penggugat maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO
selaku tergugat, termasuk salah satunya adalah bukti fotocopy Akta
Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang dihadirkan/ditunjukkan oleh
pihak saksi DANIEL SINGOHARTO dan pada saat ditunjukkan bukti-bukti
termasuk Akta Perkawinan No. 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik

saksi DANIEL SINGOHARTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI ikut
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hadir didalam ruang sidang dengan dengan posisi duduk di kursi
pengunjung sidang.

- Bahwa mengetahui tentang adanya Akta perkawinan Nomor 35 tahun
1953 yang merupakan akta perkawinan antara MAGDALENA
SEPENAWATI (Alm) dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut maka
terdakwa YUSUF HANAFI mengajukan Gugatan Perdata No.
111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tentang Pembatalan Akta Perkawinan Nomor
35/1953 dengan melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN
sebagai tergugat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Malang sebagai turut tergugat dimana dalam gugatan pembatalan Akta
Perkawinan tersebut terdakwa YUSUF HANAFI memberikan dalil di
Pengadilan bahwa ibu mereka yang bernama MAGDALENA
SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan ayah saksi DANIEL
SINGOHARTO vyaitu SINGOHARTO (Alm) masih sebagai warga Negara
asing (Cina), selain itu terdakwa YUSUF HANAFI juga mendalilkan
bahwa terdakwa YUSUF HANAFI tidak mengetahui mengenai
perkawinan sah antara MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah
dengan ayah saksi DANIEL SINGOHARTO yaitu SINGOHARTO (Alm),
sementara dimana MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah
dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut dilakukan secara sah dan
dicatatkan secara tertulis di Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang dengan
Akta Perkawinan Nomor : 35/1953. Selain daripada itu pada saat

persidangan tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan
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Nomor : 35/1953 kepada Kuasa Hukum terdakwa YUSUF HANAFI selaku
Penggugat dan maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO
sebagai tergugat, dan saat ditunjukkan bukti Akta Perkawinan Nomor :
35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO
maupun terdakwa YUSUF HANAFI juga ikut hadir didalam ruang sidang
dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang. Selanjutnya dari dalil-
dalil yang disampaikan baik dari terdakwa YUSUF HANAFI maupun dari
saksi DANIEL SINGOHARTO melalui Kuasa Hukum masing-masing,
Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Malang) dalam
Putusannya perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18
Nopember 2019 memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya.

- Bahwa sebelum adanya Putusan perkara Perdata Nomor
111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 tersebut, terdakwa
YUSUF HANAFI telah mendatangi dan meminta tolong kepada saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk menjadi saksi dalam
persidangan Gugatan Perdata antara terdakwa YUSUF HANAFI melawan
saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN untuk menerangkan
tentang status perkawinan antara MAGDALENA SUPENAWATI (Alm)
dengan para suaminya, namun saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO
tidak bersedia untuk menjadi saksi di Pengadilan dan saksi PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO hanya mau menceritakan kepada terdakwa

YUSUF HANAFI mengenai silsilah keluarga dari terdakwa YUSUF
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HANAFI dirumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saja.
Selanjutnya saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menceritakan
tentang ibu dari terdakwa YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA
SUPENAWATI (Alm) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama
dengan seorang berkewarganegaraan Jepang yang saksi PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO tidak ketahui namanya dan punya anak satu
yaitu terdakwa YUSUF HANAFI, kemudian yang kedua menikah dengan
laki laki yang saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak ketahui juga
namanya dan mempunyai 2 (dua) anak orang yaitu ESRTER CANDRA
KIRANA (Alm) dan MATIUS SINTORO (Alm) dan yang ke-3 menikah lagi
dengan seorang laki laki yang juga saksi PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO tidak ketahui identitasnya, yang kemudian oleh terdakwa
YUSUF HANAFI diberitahu bahwa suami ibu MAGDALENA
SUPENAWATI (Alm) yang ke-3 bernama GO GIOK SOE alias
SINGOHARTO (Alm) dan diketahui saksi PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO bahwa dari perkawinan ke-3 ibu MAGDALENA
SUPENAWATI (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu GO KIEM
LING alias YUDI SINGOHARTO (Alm) dan GO KIEM TJAN alias DANIEL
SINGOHARTO. Selanjutnya setelah mendengar cerita tentang silsilah
keluarganya, maka pada tanggal 22 Oktober 2019 melalui pesan singkat /
whatsapp terdakwa YUSUF HANAFI menyampaikan kepada saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bahwa saksi PETRUS GOENAWAN

SOENJOTO tidak perlu datang menjadi saksi di Pengadilan akan tetapi
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cukup menandatangani surat dari Notaris saja, selanjutnya pada tanggal
23 Oktober 2019 saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menjawab
pesan WA dari terdakwa YUSUF HANAFI dengan mengatakan
“pokoknya saksi mau menandatangani asalkan tidak hadir di sidang”,
kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wib
terdakwa YUSUF HANAFI mengirim lagi pesan WA kepada saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang intinya memberitahu bahwa
sore nanti akan datang Notaris atas nama DIANA ISTISLAM menemui
saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan membawa Akta
Pernyataan yang diminta oleh terdakwa YUSUF HANAFI dan sekira
pukul 17.00 wib Notaris DIANA ISTISLAM bersama stafnya datang ke
kantor saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jin. Lembang No.8
Kota Malang dan yang hadir dikantor tersebut diantaranya yaitu saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI lalu
Notaris DIANA ISTISLAM membacakan isi Akta pernyataan dengan
Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya berbunyi
antara lain sebagai berikut :
- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO adalah family dekat
dari Tuan YUSUF HANAFI karena nenek almarhum GO PIET NIO
dari Tuan YUSUF HANAFI adalah saudara kandung/adik dari nenek
tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan ayat TUAN PETRUS

SOENJOTO (NYOO TJIAW TJIOE) adalah kakak sepupu dari ibu
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Tuan YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI
(almarhum);

- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengenal
dengan baik ibu Tuan YUSUF HANAFI mulai sejak muda sampai

dengan memiliki anak-anak keturunannya;

Karena hubungan family dekat maka ibu Tuan YUSUF HANAFI
seringkali berkunjung ke rumah orang tua Tuan PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO di JI. Ubi No. 1 Malang, saat
bercengkerama di depan keluarga Tuan terdakwa PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO pernah dengar secara langsung dari
Almarhum MAGDALENA SUPENAWATI;

- Adapun ibu Tuan YUSUF HANAFI semasa hidupnya pernah
menikah sebanyak 3 (tiga) kali semuanya diluar nikah tanpa ada
catatan perkawinan;

- Dari perkawinannya pertama kali dengan laki-laki Jepang yang
bernama Tuan SENKICHI SHIDA (almarhum) dari pernikahan
tersebut lahir seorang anak bernama Tuan YUSUF HANAFI;

- Dari perkawinan kedua dengan seorang laki-laki bernama Tuan
THE SIOE TEK (almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
pertama, sdri. ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWIE LAN
(almarhum) dan mempunyai anak satu-satunya diluar nikah
bernama YOPPY BENJAMIN, kemudian kedua sdr. MATIUS

SINTORO alias TAN KWIE SIN (almarhum) tidak memiliki anak;
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- Dari perkawinan ketiga dengan seorang laki-laki bernama Tuan
SINGOHARTO alias GO GIOK SEOE (diketahui dari keterangan
Tuan YUSUF HANAFI) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama,
Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING (almarhum) dan

Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN;

Sehingga Tuan YUSUF HANAFI, ESTER CANDRAKIRANA
alias TAN KWEI LAN dan Tuan MATIUS SINTORO alias TAN KWEI
SIN (almarhum), Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING,
Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN adalah saudara
seibu (secara biologis);

- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya
mengetahui Ny. MAGDALENA SUPENAWATI(almarhum) dan cerita
ceritanya tetapi tidak pernah kenal dan tahu dengan para suaminya
tersebut diatas, sejak tinggal di JI. Prof. Muhammad Yamin Gg.6
Nomor 4 Malang, sampai tempat tinggal terakhir di JI. Borobudur 15
Malang (tempat usaha Nyonya MAGDALENA SUPENAWATI);

- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengetahui betul
selama masa hidup Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum)
membuka usaha penggilingan Padi di JI. Borobudur 15 malang,
usaha tersebut dijalankan sendirian tanpa dibantu siapapun;

- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO juga tidak

mengetahui  perkawinan Ny. MAGDALENA SUPENAWATI
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(almarhum) dengan Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SOE
secara resepsi/pesta perkawinan.
Selanjutnya setelah dibacakannya isi dari Akta Pernyataan nomor : 76
tanggal 24 Oktober 2019 oleh Notaris DIANA ISTISLAM tersebut baik
saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun terdakwa YUSUF
HANAFI tidak memberikan sanggahan terhadap isi dari Akta
Pernyataan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa
Hukumnya mengajukan Upaya hukum Banding atas Perkara Gugatan
Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 ke
Pengadilan Tinggi Surabaya, dimana dalam Memori Bandingnya tersebut
terdakwa YUSUF HANAFI melampirkan bukti tambahan berupa Akta
Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan
Notaris DIANA ISTISLAM, SH,M.Kn. sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 saksi DANIEL
SINGOHARTO menerima Risalah pemberitahuan dan penyerahan
Memori Banding Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Malang dari Pengadilan
Negeri Malang, di dalam Memori Banding tersebut terdapat Lampiran
Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di
hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn, dimana isi dari risalah
tersebut salah satunya menyebut pencantuman Akta pernyataan Nomor
76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA

ISTISLAM, SH.M.Kn dijadikan sebagai Bukti tambahan untuk pengajuan
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Gugatan Banding Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun
1953 di Pengadilan Tinggi Surabaya oleh terdakwa YUSUF HANAFI.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi DANIEL SINGOHARTO membaca
bukti tambahan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober
2019 tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 saksi
DANIEL SINGOHARTO menelpon adik dari saksi PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO yang bernama SINTAWATI yang intinya agar pernyataan
dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang disampaikan didepan
Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn. tersebut dibatalkan karena
pernyataan tersebut salah, karena sebenarnya MAGDALENA
SUPENAWATI (Alm) menikah dengan SINGOHARTO (Alm) mempunyai
surat kawin dan tidak lama kemudian SINTAWATI menelpon saksi
DANIEL SINGOHARTO memberitahu bahwa pesan saksi DANIEL
SINGOHARTO tentang surat pernyataan tersebut sudah disampaikan
oleh SINTAWATI kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO;

- Selanjutnya saksi DANIEL SINGOHARTO mengirim SMS kepada
saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO vyang isinya bahwa
MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan SINGOHARTO (AIm)
menikah pada tahun 1953 dan memiliki akta nikah, kemudian saksi
DANIEL SINGOHARTO juga meminta kepada saksi PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO untuk mencabut pernyataan yang dibuat
dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH. M.Kn. tersebut namun saksi

PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak menanggapi SMS tersebut dan
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tidak membalasnya. Karena tidak ada balasan dari saksi PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO maka pada tanggal 24 Februari 2020 saksi
DANIEL SINGOHARTO kembali mengirim SMS kepada saksi PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO yang isinya agar PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO membuat surat pencabutan (pembatalan) di Notaris dan
bukti dari surat pencabutan/pembatalan itu nantinya akan saksi DANIEL
SINGOHARTO kirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan maksud
agar tidak berdampak hukum terhadap diri saksi PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO dan saat itu saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya
menjawab dengan “ya masih dipikirkan dengan Notaris lain”.

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi
DANIEL SINGOHARTO menemui saksi PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO dirumahnya JI. Lembang Kota Malang dan saksi DANIEL
SINGOHARTO menunjukkan fotocopy dokumen perkawinan dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang salah satunya adalah
Akta/Surat Perkawinan antara MAGDALENA SUPENAWATI(AIm) dengan
SUGIHARTO (AIm) dengan nomor 35 tahun 1953 kepada terdakwa
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan setelah mengetahui hal tersebut
maka saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyatakan akan
mencabut pernyataannya di Notaris DIANA ISTISLAM SH.M.Kn. tersebut
dan mendengar hal tersebut saksi DANIEL SINGOHARTO percaya
dengan apa yang disampaikan oleh saksi PETRUS GOENAWAN

SOENJOTO tersebut.
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- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 18.00
wib saksi DANIEL SINGOHARTO ditelpon oleh saksi PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO mengatakan bahwa surat pencabutan terkait
pernyataan yang disampaikan oleh saksi PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO sudah dibuat Surat/Akta Pencabutan di hadapan Notaris
yang lain dan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyuruh saksi
DANIEL SINGOHARTO untuk datang kerumahnya guna untuk
mengambil Surat/Akta Pencabutan tersebut dititipkan di Satpam rumah
saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO. Sesampainya dirumah saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saksi DANIEL SINGOHARTO
langsung mengambil dan membaca Surat/Akta Pencabutan dari saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan nomor 125 tanggal 28
Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESWARI,
SH.M.Kn. dan ternyata isinya bukanlah mencabut pernyataan saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang dibuat sebelumnya pada Akta
Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 melainkan saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengklarifikasi atau
mempertegas yang pada pokoknya berbunyi antara lain :

. Bahwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak pernah

mengetahui secara langsung mengenai status hukum perkawinan

ataupun melihat secara langsung dokumen pencatatan perkawinan

MAGDALENA SUPENAWATI(AImM);
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o BAHWA PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menegaskan
kembali bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perkawinan
MAGDALENA SUPENAWATI(AIm) dengan SUGIHARTO(AIm) secara
resepsi/pesta perkawinan, karena pada waktu itu PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO masih kecil.
Dan setelah selesai membaca Surat/Akta pernyataan nomor 125 tanggal
28 Februari 2020 yang dibuat di Notaris MEITY PRAWESTRI, SH.M.Kn.
maka oleh saksi DANIEL SINGOHARJO dikembalikan lagi ke Satpam
rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, karena isi dari surat
pernyataan tersebut bukan pencabutan Akta Pernyataan nomor 76
tanggal 24 Oktober 2019, melainkan klarifikasi sebagaimana tersebut
diatas, dan selanjutnya tidak ada lagi tanggapan dari saksi PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2020 Pengadilan Tinggi
Surabaya dalam Putusan Banding Perdata Nomor
267/Pdt.G.PIlw/2020/PT.SBY memutuskan bahwa menerima permohonan
terdakwa YUSUF HANAFI selaku Pembanding/Penggugat dan
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor
111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 26 Nopember 2019 yang dimohonkan
Banding. Kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut terdakwa
YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kasasi atas
Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya nomor

267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020, akan tetapi pihak
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terdakwa YUSUF HANAFI tidak mengirim atau menyerahkan Memori
Kasasi Ke Pengadilan Negeri Malang sehingga putusan Pengadilan
Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.PIw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020
telah memiliki kekuatan hukum tetap / inkracht.

- Selanjutnya terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya
mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
atas Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
267/Pdt.G.PIlw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020, dimana dalam Memori
Peninjauan Kembali tersebut terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa
Hukumnya telah melampirkan bukti tambahan lagi berupa Akta
Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan
Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M,Kn. dan juga Akta Pernyataan No. 125
tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di depan Notaris MEITY
PRAWESTRI dan oleh Mahkamah Agung perkara tersebut diputus pada
tanggal 02 Agustus 2021 dengan Nomor 451 PK/Pdt/2021 dengan amar
yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari
pemohon peninjauan kembali YUSUF HANAFI tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSUF HANAFI bersama-sama
dengan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut, saksi DANIEL
SINGOHARTO mengalami kerugian dimana dengan adanya Akta
Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut telah

mengurangi hak waris dari saksi DANIEL SINGOHARTO.

Hal. 15 dari 80 hal. Put. No.863/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal
266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
ATAU
KEDUA :
--------- Bahwa terdakwa YUSUF HANAFI pada hari senin tanggal 31
Agustus 2020 atau setidak tidaknya waktu lain pada tahun 2020 bertempat
di Pengadilan Negeri Malang Jl. A. Yani No. 198 Kelurahan Purwodadi
Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang,
telah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja memakai akta
tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, yang dilakukan oleh
terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa berawal saat terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa
Hukumnya mengajukan Gugatan Perdata waris di Pengadilan Negeri
Malang dengan Nomor : 174/Pdt.G.Plw/2018/PN.MIg melawan saksi
DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat. Bahwa
didepan persidangan tersebut Majelis Hakim juga menunjukkan bukti-
bukti yang diajukan baik dari Kuasa Hukum terdakwa YUSUF HANAFI
selaku penggugat maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO
selaku tergugat, termasuk salah satunya adalah bukti fotocopy Akta
Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang dihadirkan/ditunjukkan oleh

pihak saksi DANIEL SINGOHARTO dan pada saat ditunjukkan bukti-bukti
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termasuk Akta Perkawinan No. 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik
saksi DANIEL SINGOHARTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI ikut
hadir didalam ruang sidang dengan dengan posisi duduk di kursi
pengunjung sidang.

- Bahwa mengetahui tentang adanya Akta perkawinan Nomor 35 tahun
1953 vyang merupakan akta perkawinan antara MAGDALENA
SEPENAWATI (Alm) dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut maka
terdakwa YUSUF HANAFI mengajukan Gugatan Perdata No.
111/Pdt.G/2019/PN.Mlg Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35/1953
dengan melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai
tergugat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang
sebagai turut tergugat dimana dalam gugatan pembatalan Akta
Perkawinan tersebut terdakwa YUSUF HANAFI memberikan dalil di
Pengadilan bahwa ibu mereka yang bernama MAGDALENA
SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan ayah saksi DANIEL
SINGOHARTO yaitu SINGOHARTO (AIm) masih warga Negara asing
(Cina), selain itu terdakwa YUSUF HANAFI juga mendalilkan bahwa
terdakwa YUSUF HANAFI tidak mengetahui mengenai perkawinan sah
antara MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan ayah
saksi DANIEL SINGOHARTO vyaitu SINGOHARTO(AIm), sementara
dimana MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan
SINGOHARTO (Alm) tersebut dilakukan secara sah dan dicatatkan

secara tertulis di Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Akta
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Perkawinan Nomor : 35/1953. Selain daripada itu pada saat persidangan
tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor:
35/1953 kepada Kuasa Hukum terdakwa YUSUF HANAFI selaku
Penggugat dan maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO
sebagai tergugat, dan saat ditunjukkan bukti Akta Perkawinan Nomor
35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO
maupun terdakwa YUSUF HANAFI juga ikut hadir didalam ruang sidang
dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang. Selanjutnya dari dalil
dalil yang disampaikan baik dari terdakwa YUSUF HANAFI maupun dari
saksi DANIEL SINGOHARTO melalui Kuasa Hukum masing masing,
Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Malang) dalam
Putusannya perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18
Nopember 2019 memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya.

- Bahwa sebelum adanya Putusan perkara Perdata Nomor
111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 tersebut, terdakwa
YUSUF HANAFI telah mendatangi dan meminta tolong kepada saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk menjadi saksi dalam
persidangan Gugatan Perdata antara terdakwa YUSUF HANAFI melawan
saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN untuk menerangkan
tentang status perkawinan antara MAGDALENA SUPENAWATI (Alm)
dengan para suaminya, namun saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO

tidak bersedia untuk menjadi saksi di Pengadilan dan saksi PETRUS
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GOENAWAN SOENJOTO hanya mau menceritakan kepada terdakwa
YUSUF HANAFI mengenai silsilah keluarga dari terdakwa YUSUF
HANAFI dirumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saja.
Selanjutnya saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menceritakan
tentang ibu dari terdakwa YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA
SUPENAWATI (Alm) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama
dengan seorang berkewarganegaraan Jepang yang saksi PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO tidak ketahui namanya dan punya anak satu
yaitu terdakwa YUSUF HANAFI, kemudian yang kedua menikah dengan
laki laki yang saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak ketahui juga
namanya dan mempunyai 2 (dua) anak orang yaitu ESRTER CANDRA
KIRANA (Alm) dan MATIUS SINTORO (Alm) dan yang ke-3 menikah lagi
dengan seorang laki laki yang juga saksi PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO tidak ketahui identitasnya, yang kemudian oleh terdakwa
YUSUF HANAFI diberitahu bahwa suami ibu MAGDALENA
SUPENAWATI (Alm) yang ke-3 bernama GO GIOK SOE alias
SINGOHARTO (Alm) dan diketahui saksi PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO bahwa dari perkawinan ke-3 ibu MAGDALENA
SUPENAWATI (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu GO KIEM
LING alias YUDI SINGOHARTO (Alm) dan GO KIEM TJAN alias DANIEL
SINGOHARTO. Selanjutnya setelah mendengar cerita tentang silsilah
keluarganya, maka pada tanggal 22 Oktober 2019 melalui pesan singkat /

whatsapp terdakwa YUSUF HANAFI menyampaikan kepada saksi
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PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bahwa saksi PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO tidak perlu datang menjadi saksi di Pengadilan akan tetapi
cukup menandatangani surat dari Notaris saja, selanjutnya pada tanggal
23 Oktober 2019 saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menjawab
pesan WA dari terdakwa YUSUF HANAFI dengan mengatakan
“pokoknya saksi mau menandatangani asalkan tidak hadir di sidang”,
kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wib
terdakwa YUSUF HANAFI mengirim lagi pesan WA kepada saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang intinya memberitahu bahwa
sore nanti akan datang Notaris atas nama DIANA ISTISLAM menemui
saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan membawa Akta
Pernyataan yang diminta oleh terdakwa YUSUF HANAFI dan sekira
pukul 17.00 wib Notaris DIANA ISTISLAM bersama stafnya datang ke
kantor saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jin. Lembang No.8
Kota Malang dan yang hadir dikantor tersebut diantaranya yaitu saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI lalu
Notaris DIANA ISTISLAM membacakan isi Akta pernyataan dengan
Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya berbunyi
antara lain sebagai berikut :

- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO adalah family dekat

dari Tuan YUSUF HANAFI karena nenek almarhum GO PIET NIO dari

Tuan YUSUF HANAFI adalah saudara kandung/adik dari nenek tuan

PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan ayat TUAN PETRUS
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SOENJOTO (NYOO TJIAW TJIOE) adalah kakak sepupu dari ibu
Tuan YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI
(almarhum);

- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengenal
dengan baik ibu Tuan YUSUF HANAFI mulai sejak muda sampai
dengan memiliki anak-anak keturunannya;

- Karena hubungan family dekat maka ibu Tuan YUSUF HANAFI
seringkali berkunjung ke rumah orang tua Tuan PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO di Jl. Ubi No. 1 Malang, saat
bercengkerama di depan keluarga Tuan terdakwa PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO pernah dengar secara langsung dari
Almarhum MAGDALENA SUPENAWATI;

- Adapun ibu Tuan YUSUF HANAFI semasa hidupnya pernah
menikah sebanyak 3 (tiga) kali semuanya diluar nikah tanpa ada
catatan perkawinan;

- Dari perkawinannya pertama kali dengan laki-laki Jepang yang
bernama Tuan SENKICHI SHIDA (almarhum) dari pernikahan tersebut
lahir seorang anak bernama Tuan YUSUF HANAFI;

- Dari perkawinan kedua dengan seorang laki-laki bernama Tuan
THE SIOE TEK (almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
pertama, sdri. ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWIE LAN

(almarhum) dan mempunyai anak satu-satunya diluar nikah bernama

Hal. 21 dari 80 hal. Put. No.863/PID/2023/PT SBY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOPPY BENJAMIN, kemudian kedua sdr. MATIUS SINTORO alias
TAN KWIE SIN (almarhum) tidak memiliki anak;

- Dari perkawinan ketiga dengan seorang laki-laki bernama Tuan
SINGOHARTO alias GO GIOK SEOE (diketahui dari keterangan Tuan
YUSUF HANAFI) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, Tuan
YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING (almarhum) dan Tuan
DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN;

- Sehingga Tuan YUSUF HANAFI, ESTER CANDRAKIRANA
alias TAN KWEI LAN dan Tuan MATIUS SINTORO alias TAN KWEI
SIN (almarhum), Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING,
Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN adalah saudara
seibu (secara biologis);

- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya
mengetahui Ny. MAGDALENA SUPENAWATI(almarhum) dan cerita
ceritanya tetapi tidak pernah kenal dan tahu dengan para suaminya
tersebut diatas, sejak tinggal di JI. Prof. Muhammad Yamin Gg.6
Nomor 4 Malang, sampai tempat tinggal terakhir di JI. Borobudur 15
Malang (tempat usaha Nyonya MAGDALENA SUPENAWATI);

- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengetahui betul
selama masa hidup Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum)
membuka usaha penggilingan Padi di JI. Borobudur 15 malang, usaha

tersebut dijalankan sendirian tanpa dibantu siapapun;
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- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO juga tidak
mengetahui perkawinan Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum)
dengan Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SOE secara
resepsi/pesta perkawinan.
Selanjutnya setelah dibacakannya isi dari Akta Pernyataan nomor : 76
tanggal 24 Oktober 2019 oleh Notaris DIANA ISTISLAM tersebut baik
saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun terdakwa YUSUF
HANAFI tidak memberikan sanggahan terhadap isi dari Akta Pernyataan
tersebut..
- Bahwa setelah adanya Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober
2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn
sebagaimana tersebut diatas, terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa
Hukumnya mengajukan Upaya hukum Banding terhadap perkara Nomor :
111/Pdt.G/2019/PN vyaitu Gugatan Perdata Pembatalan Akta Perkawinan
Nomor 35 tahun 1953 ke Pengadilan Tinggi Surabaya, dimana terdakwa
YUSUF HANAFI menggunakan Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24
Oktober 2019 tersebut dan menjadikannya sebagai bukti tambahan
dalam Memori Bandingnya tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 saksi DANIEL
SINGOHARTO menerima Risalah pemberitahuan dan penyerahan
Memori Banding Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Malang dari Pengadilan
Negeri Malang, di dalam Memori Banding tersebut terdapat Lampiran

Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di
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hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn, dimana isi dari risalah
tersebut salah satunya menyebut pencantuman Akta pernyataan Nomor
76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA
ISTISLAM, SH.M.Kn dijadikan sebagai Bukti tambahan untuk pengajuan
Gugatan Banding Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun
1953 di Pengadilan Tinggi Surabaya oleh terdakwa YUSUF HANAFI
melalui Kuasa Hukumnya. Bahwa Gugatan Banding Perdata tersebut
diajukan oleh terdakwa YUSUF HANAFI sehubungan dengan Putusan
Pengadilan Negeri Malang pada Gugatan Perdata Pembatalan Akta
Perkawinan Nomor 35/1953 dengan nomor perkara
111/Pdt.G/2019/PN.Mlg, terdakwa YUSUF HANAFI sebagai Penggugat
melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat
dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai turut
tergugat;

- Bahwa selanjutnya saksi DANIEL SINGOHARTO membaca bukti
tambahan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019
yang isinya menyatakan bahwa saksi PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO bertindak selaku Penghadap memberikan pernyataan yang
salah satunya isinya menyatakan bahwa ibu saksi DANIEL
SINGOHARTO dan terdakwa YUSUF HANAFI yang bernama
MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) semasa hidupnya pernah menikah
sebanyak 3 kali, dan semuanya diluar nikah, tanpa ada pencatatan

perkawinan. Selanjutnya setelah membaca pernyataan tersebut maka
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pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO
menelpon adik dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO vyang
bernama SINTAWATI yang intinya agar pernyataan dari saksi PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO yang disampaikan didepan Notaris DIANA
ISTISLAM, SH.M.Kn. tersebut dibatalkan karena pernyataan tersebut
salah, karena sebenarnya MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) menikah
dengan SINGOHARTO (Alm) mempunyai surat kawin dan tidak lama
kemudian SINTAWATI menelpon saksi DANIEL SINGOHARTO
memberitahu bahwa pesan saksi DANIEL SINGOHARTO tentang surat
pernyataan tersebut sudah disampaikan oleh SINTAWATI kepada saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO;

- Selanjutnya saksi DANIEL SINGOHARTO mengirim SMS kepada
saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO vyang isinya bahwa
MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan SINGOHARTO (Alm)
menikah pada tahun 1953 dan memiliki akta nikah, kemudian saksi
DANIEL SINGOHARTO juga meminta kepada saksi PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO untuk mencabut pernyataan yang dibuat
dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH. M.Kn. tersebut namun saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak menanggapi SMS tersebut dan
tidak membalasnya. Karena tidak ada balasan dari saksi PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO maka pada tanggal 24 Februari 2020 saksi
DANIEL SINGOHARTO kembali mengirim SMS kepada saksi PETRUS

GOENAWAN SOENJOTO yang isinya agar PETRUS GOENAWAN
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SOENJOTO membuat surat pencabutan (pembatalan) di Notaris dan
bukti dari surat pencabutan/pembatalan itu nantinya akan saksi DANIEL
SINGOHARTO kirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan maksud
agar tidak berdampak hukum terhadap diri saksi PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO dan saat itu saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya
menjawab dengan “ya masih dipikirkan dengan Notaris lain”.

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi
DANIEL SINGOHARTO menemui saksi PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO dirumahnya Jl. Lembang Kota Malang dan saksi DANIEL
SINGOHARTO menunjukkan fotocopy dokumen perkawinan dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang salah satunya adalah
Akta/Surat Perkawinan antara MAGDALENA SUPENAWATI(AIm) dengan
SUGIHARTO (Alm) dengan nomor 35 tahun 1953 kepada terdakwa
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan setelah mengetahui hal tersebut
maka saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyatakan akan
mencabut pernyataannya di Notaris DIANA ISTISLAM SH.M.Kn. tersebut
dan mendengar hal tersebut saksi DANIEL SINGOHARTO percaya
dengan apa yang disampaikan oleh saksi PETRUS GOENAWAN
SOENJOTO tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 18.00
wib saksi DANIEL SINGOHARTO ditelpon oleh saksi PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO mengatakan bahwa surat pencabutan terkait

pernyataan yang disampaikan oleh saksi PETRUS GOENAWAN
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SOENJOTO sudah dibuat Surat/Akta Pencabutan di hadapan Notaris
yang lain dan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyuruh saksi
DANIEL SINGOHARTO untuk datang kerumahnya guna untuk
mengambil Surat/Akta Pencabutan tersebut dititipkan di Satpam rumah
saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO. Sesampainya dirumah saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saksi DANIEL SINGOHARTO
langsung mengambil dan membaca Surat/Akta Pencabutan dari saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan nomor 125 tanggal 28
Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESWARI,
SH.M.Kn. dan ternyata isinya bukanlah mencabut pernyataan saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang dibuat sebelumnya pada Akta
Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 melainkan saksi
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengklarifikasi atau
mempertegas yang pada pokoknya berbunyi antara lain :
a. Bahwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak pernah
mengetahui secara langsung mengenai status hukum perkawinan
ataupun melihat secara langsung dokumen pencatatan perkawinan
MAGDALENA SUPENAWATI(AIM);
b. BAHWA PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menegaskan
kembali bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perkawinan
MAGDALENA SUPENAWATI(AIm) dengan SUGIHARTO(AIM) secara
resepsi/pesta perkawinan, karena pada waktu itu PETRUS

GOENAWAN SOENJOTO masih kecil.
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Dan setelah selesai membaca Surat/Akta pernyataan nomor 125 tanggal
28 Februari 2020 yang dibuat di Notaris MEITY PRAWESTRI, SH.M.Kn.
maka oleh saksi DANIEL SINGOHARJO dikembalikan lagi ke Satpam
rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, karena isi dari surat
pernyataan tersebut bukan pencabutan Akta Pernyataan nomor 76
tanggal 24 Oktober 2019, melainkan Kklarifikasi sebagaimana tersebut
diatas, dan selanjutnya tidak ada lagi tanggapan dari saksi PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2020 Pengadilan Tinggi
Surabaya dalam Putusan Banding Perdata Nomor
267/Pdt.G.PIw/2020/PT.SBY memutuskan bahwa menerima permohonan
terdakwa YUSUF HANAFI selaku Pembanding/Penggugat dan
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor
111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 26 Nopember 2019 yang dimohonkan
Banding. Kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut terdakwa
YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kasasi atas
Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya nomor
267/Pdt.G.PIw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020, akan tetapi pihak
terdakwa YUSUF HANAFI tidak mengirim atau menyerahkan Memori
Kasasi Ke Pengadilan Negeri Malang sehingga putusan Pengadilan
Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.PIw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020

telah memiliki kekuatan hukum tetap / inkracht.
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- Selanjutnya terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya
mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
atas Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
267/Pdt.G.PIlw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020 kemudian pada hari
senin tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa YUSUF HANAFI melalui kuasa
hukumnya telah menyerahkan memori Peninjuan Kembali melalui
Pengadilan Negeri Malang, dimana dalam Memori Peninjauan Kembali
tersebut terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya telah
melampirkan bukti tambahan lagi berupa Akta Pernyataan Nomor 76
tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA
ISTISLAM, SH.M,Kn. dan juga Akta Pernyataan No. 125 tanggal 28
Februari 2020 yang dibuat di depan Notaris MEITY PRAWESTRI dan
oleh Mahkamah Agung perkara tersebut diputus pada tanggal 02 Agustus
2021 dengan Nomor 451 PK/Pdt/2021 dengan amar yang pada pokoknya
menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan
kembali YUSUF HANAFI tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSUF HANAFI tersebut, saksi
DANIEL SINGOHARTO mengalami kerugian dimana dengan adanya
Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut telah
mengurangi hak waris dari saksi DANIEL SINGOHARTO.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 266

ayat (2) KUHPidana.

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan
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dipersidangan, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF HANAFI bersalah melakukan Tindak
Pidana“turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam
suatu Akta Otentik” sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 266 ayat (1)
KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan
Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF HANAFI  dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa
segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4
Desember 1970 yang diterbitkan oleh Tjatatan Sipil Kotamadya
Malang;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernjataan Ganti Nama Nomor Daftar
18357/Gt.Nm./Komad/196/L tanggal 25 September 1968 yang
diterbitkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaja dari
nama asal GO GIOK SOE diganti menjadi SINGOHARTO;
3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/PWI Tahun 1968
tanggal 10 September 1968 tentang Kewarganegaraan;
4, 1 (satu) lembar Surat Tjatatan Pernjataan Keterangan
Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk tetap

menjadi Warga negara Republik Indonesia Pormulir I A NomorUrut:
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3552/'61 tanggal 31 mei 1961 yang diterbitkan oleh Hakim
Pengadilan Negeri di Malang;

5. 1 (satu) lembar Surat Keteragan Pentjabutan Mutasi Nomor:
Pora.476/C-g-/1965 tanggal 20 April 1965 Ste.No.51/62/ yang
diterbitkan oleh Wakil Kepala Kantor Imigrasi Malang;

6. 1 (satu) lembar Surat Pernjataan Ganti Nama Nomor Daftar
4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang
diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang dari nama asal TAN
KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI;

7. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor:
111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Jo. Nomor: 267/PDT/2020/PT.Shy. tanggal
07 September 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa 1
(satu) bendel fotocopy Surat dari WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H.
dan SULISWANTO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari YUSUF HANAFI
tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Memori Peninjauan Kembali
Perkara No. 111/Pdt.G/2019/Pn.Mlg jo No. 267/PDT/2020/PT SBY;

8. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mig.
tanggal 20 Februari 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran

berupa:
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1) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari IIN DWI MULIA, S.H.
dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Kuasa Hukum
Pembandinga.n. YUSUF HANAFI;

2) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusustertanggal
02 Januari 2020 antara YUSUF HANAFI selaku Pemberi Kuasa
dengan IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H.
selaku Penerima Kuasa;

3) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan
Sumpah sebagai Penasihat Hukum a.n. [IN DWI MULIA, S.H.
tanggal 23 Maret 1995 yang dibuat dan di tandatangani oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERADI
a.n. [IN DWI MULIA, S.H.;

5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Plh. Panitera
Pengadilan Negeri Malang Klas 1.A tanggal 9 Januari 2019
Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN Mlg;

6) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding
Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mig tanggal 10 Desember 2019;

7) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76
tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA

ISTISLAM, S.H., M.Kn.
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9. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perkawinan
Nomor 35 / 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diterbitkan oleh
Tjatatan Sipil Kotamadya Malang beserta lampirannya berupa 1
(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir catatan ganti nama a.n.
TAN KIEM TOEN menjadi MAGDALENA SUPENAWATI yang dibuat
oleh MASUWI selaku pegawai luar biasaTjatatan Sipil di Malang
tanggal 17 Oktober 1970;

10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir register nomor:
76 lembarke 27 tanggal 17 Oktober 1970 yang diterbitkan oleh
TjatatanSipil Malang;

11. 1 (satu) lembarfotocopySurat PernjataanGanti Nama Nomor
Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967
yang diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang darinamaasal
TAN KIEM TOEN digantimenjadi MAGDALENA SUPENAWATI.

12. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 22 Oktober 2019;

13. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dar Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 23 Oktober 2019 dan

24 Oktober 2019;
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14. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 26 Oktober 2019;

15. 1 (satu) lembar screenshot cetakan kontak nomor telpon
Whatsapp Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN dengan nomor
+6282233175533.

16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berisikan KTP
NIK: 3578062305450002 a.n. YUSUF HANAFI yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2017, KTP NIK:
3573023011470002 a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 13 November 2015
dan kartu nama a.n. YUSUF HANAFI dengan alamat CV. Gemini
Jaya Diesel Jl. Jagiran No. 50 Surabaya,;

17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga
No. 3578060601088249 dengan Kepala Keuarga a.n. YUSUF
HANAFI alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel. Petemon
Kec. Sawahan Kota Surabaya Kode Pos 60252 Prov. Jawa Timur
yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga
No. 3573021308072767 dengan Kepala Keuarga a.n. PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO alamat JI. Lembang 4 RT 004 RW 004

Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang Kode Pos 65112 Prov. Jawa
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Timur yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Sidik Jari
Penghadap Judul Akta: Akta Pernyataan, tanggal Akta : 24 Oktober
2019 dan Nomor Akta : 76 dengan nama penghadap a.n. PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO (No. Telp. 0811362924) dan YUSUF
HANAFI ( No. Telp. 0811304906);

20. 1 (satu) lembar cetakan foto pembacaan dan penandatanganan
Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019;

21. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan
Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris
DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;

22. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pencabutan
Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 56 yang
dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada
tanggal 16 Desember 2020.

23. Fotocopy Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020
yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn;
24. Fotocopy Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24
Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA
ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.al 16

Desember 2020.
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25. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri
Malang Perdata Nomor: 174/Pdt.G.PIw/2018/PN Mlg, tanggal 22
April 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI
melawanTergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
26. 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi
Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29
Oktober 2019 dengan Pembanding YUSF HANAFI
melawanTerbanding BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

27. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri
Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18
November 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI
melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Banding Pengadilan
Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.PIw/2020/PT. SBY,
tanggal 2 Juni 2020 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI
melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori Peninjauan
Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mig Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT
SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020;

30. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali
Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo,

tanggal 31 Agustus 2020.
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31. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN.Mlgtanggal 10 Desember 2019;

32. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFI sejumlah uang Rp.
3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita
transfer 0272/SKUM/12/2019/PN Mg untuk pembayaran panjar
banding No. 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;

33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri
Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari
2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN. Milg;

34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor: W14-U/961/HK.02/01/20, tanggal 28 Januari 2020
Perihal Permintaan kelengkapan berkas perkara banding PN.
Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mig;

35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitera Pengadilan Negeri
Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/489/HK.02/1/20, tanggal 31 Januari
2019 Perihal Relas Inzage Pembanding Perkara Nomor
111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

36. 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Pemberitahuan Memeriksa
Berkas (Inzage) No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 15 Januari

2020;
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37. 1 (satu) bendel Memori Banding Atas Putusan Pengadilan
Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 29 Januari
2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. [IN DWI MULIA, S.H.
dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H. selaku Kuasa Hukum;
38. 1 (satu) bendel fotocopy memori bandaing atas putusan
Pengadilan Negeri Malang Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal
28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. [IN DWI
MULIA, S.H dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H selaku kuasa
hukum yang diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3
Februari 2020;
39. 1 (satu) bendel Fotocopy turunan Putusan Kasasi nomor :
3362K/Pdt/202, pemohon kasasi DANIEL SINGOHARTO, dkk
melawan Termohon Kasasi YUSUF HANAFI yang di legalisir;
40. 1 (satu) bendel Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali
nomor : 451PK/Pdt/2021/MARI atas nama pemohon PK YUSUF
HANAFI melawan Termohon PK BINJAMIN, dkk yang dilegalisir.
Seluruh barang bukti digunakan dalam berkas perkara lain an. PETRUS

GOENAWAN SOEDJONO.

4. Menetapkan kepada terdakwa YUSUF HANAFI supaya membayar
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca  putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor

102/Pid.B/2023/PN Mlg. pada tanggal 10 Juli 2023 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:
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1. Menyatakan terdakwa YUSUF HANAFI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta menyuruh
memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Otentik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF HANAFI dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Memerintahkan terdakwa YUSUF HANAFI agar segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4
Desember 1970 yang diterbitkan oleh Tjatatan Sipil Kotamadya
Malang;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernjataan Ganti Nama Nomor Daftar
18357/Gt.Nm./Komad/196/L tanggal 25 September 1968 yang
diterbitkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaja dari
nama asal GO GIOK SOE diganti menjadi SINGOHARTO;
3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/PWI Tahun 1968
tanggal 10 September 1968 tentang Kewarganegaraan;
4, 1 (satu) lembar Surat Tjatatan Pernjataan Keterangan
Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk tetap
menjadi Warga negara Republik Indonesia Pormulir II A NomorUrut:
3552/'61 tanggal 31 mei 1961 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan

Negeri di Malang;
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5. 1 (satu) lembar Surat Keteragan Pentjabutan Mutasi Nomor:
Pora.476/C-g-/1965 tanggal 20 April 1965 Ste.N0.51/62/ yang
diterbitkan oleh Wakil Kepala Kantor Imigrasi Malang;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernjataan Ganti Nama Nomor Daftar
4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang
diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang dari nama asal TAN
KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor:
111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Jo. Nomor: 267/PDT/2020/PT.Sby. tanggal
07 September 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa 1
(satu) bendel fotocopy Surat dari WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H.
dan SULISWANTO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari YUSUF HANAFI
tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Memori Peninjauan Kembali
Perkara No. 111/Pdt.G/2019/Pn.Mlg jo No. 267/PDT/2020/PT SBY;
8. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. tanggal
20 Februari 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa:
1. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari IIN DWI MULIA, S.H. dan
SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Kuasa Hukum
Pembandinga.n. YUSUF HANAFI;
2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusustertanggal 02

Januari 2020 antara YUSUF HANAFI selaku Pemberi Kuasa
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dengan [IN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H.
selaku Penerima Kuasa;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah
sebagai Penasihat Hukum a.n. IIN DWI MULIA, S.H. tanggal 23
Maret 1995 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERADI a.n. IIN
DWI MULIA, S.H.;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Plh. Panitera Pengadilan
Negeri Malang Klas 1.A tanggal 9 Januari 2019 Perihal
Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN
Mig;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN Mg tanggal 10 Desember 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 24
Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM,
S.H., M.Kn.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perkawinan
Nomor 35 / 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diterbitkan oleh Tjatatan
Sipil Kotamadya Malang beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar
fotocopy yang telah dilegalisir catatan ganti nama a.n. TAN KIEM

TOEN menjadi MAGDALENA SUPENAWATI yang dibuat oleh
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MASUWI selaku pegawai luar biasaTjatatan Sipil di Malang tanggal 17
Oktober 1970;

10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir register nomor:
76 lembarke 27 tanggal 17 Oktober 1970 yang diterbitkan oleh
TjatatanSipil Malang;

11. 1 (satu) lembarfotocopySurat PernjataanGanti Nama Nomor
Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang
diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang darinamaasal TAN
KIEM TOEN digantimenjadi MAGDALENA SUPENAWATI.

12. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 22 Oktober 2019;

13. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dar Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 23 Oktober 2019 dan 24
Oktober 2019;

14. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 26 Oktober 2019;

15. 1 (satu) lembar screenshot cetakan kontak nomor telpon
Whatsapp Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN dengan nomor

+6282233175533.
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16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berisikan KTP
NIK: 3578062305450002 a.n. YUSUF HANAFI yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2017, KTP NIK:
3573023011470002 a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 13 November 2015
dan kartu nama a.n. YUSUF HANAFI dengan alamat CV. Gemini Jaya
Diesel JlI. Jagiran No. 50 Surabaya;

17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga
No. 3578060601088249 dengan Kepala Keuarga a.n. YUSUF
HANAFI alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel. Petemon
Kec. Sawahan Kota Surabaya Kode Pos 60252 Prov. Jawa Timur
yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga
No. 3573021308072767 dengan Kepala Keuarga a.n. PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO alamat JI. Lembang 4 RT 004 RW 004 Kel.
Samaan Kec. Klojen Kota Malang Kode Pos 65112 Prov. Jawa Timur
yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Sidik Jari
Penghadap Judul Akta: Akta Pernyataan, tanggal Akta : 24 Oktober

2019 dan Nomor Akta : 76 dengan nama penghadap a.n. PETRUS
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GOENAWAN SOENJOTO (No. Telp. 0811362924) dan YUSUF
HANAFI ( No. Telp. 0811304906);

20. 1 (satu) lembar cetakan foto pembacaan dan penandatanganan
Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019;

21. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan
Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris
DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;

22. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pencabutan
Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 56 yang
dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal
16 Desember 2020.

23.  Fotocopy Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020
yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;

24.  Fotocopy Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24
Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA
ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.al 16
Desember 2020.

25. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri
Malang Perdata Nomor: 174/Pdt.G.PIw/2018/PN Mlg, tanggal 22 April
2019 dengan Pengguat / Pelawan  YUSUF  HANAFI
melawanTergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

26. 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi

Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober
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2019 dengan Pembanding YUSF HANAFI melawanTerbanding
BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

27. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri
Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18
November 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI
melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

28. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Banding Pengadilan
Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.Plw/2020/PT. SBY,
tanggal 2 Juni 2020 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI
melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges.

29. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori Peninjauan
Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT
SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020;

30. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali
Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo,
tanggal 31 Agustus 2020.

31. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN.Migtanggal 10 Desember 2019;

32. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFI sejumlah uang Rp.
3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita transfer
0272/SKUM/12/2019/PN Mlg untuk pembayaran panjar banding No.

111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
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33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri
Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari
2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor: W14-U/961/HK.02/01/20, tanggal 28 Januari 2020
Perihal Permintaan kelengkapan berkas perkara banding PN. Malang
Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mig;

35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitera Pengadilan Negeri
Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/489/HK.02/1/20, tanggal 31 Januari
2019 Perihal Relas Inzage Pembanding Perkara Nomor
111/Pdt.G/2019/PN. Milg;

36. 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Pemberitahuan Memeriksa
Berkas (Inzage) No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 15 Januari
2020;

37. 1 (satu) bendel Memori Banding Atas Putusan Pengadilan
Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 29 Januari
2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H.
dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H. selaku Kuasa Hukum;

38. 1 (satu) bendel fotocopy memori bandaing atas putusan
Pengadilan Negeri Malang Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal
28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI

MULIA, S.H dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H selaku kuasa hukum
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yang diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Februari
2020;
39. 1 (satu) bendel Fotocopy turunan Putusan Kasasi nomor :
3362K/Pdt/202, pemohon kasasi DANIEL SINGOHARTO, dkk
melawan Termohon Kasasi YUSUF HANAFI yang di legalisir;
40. 1 (satu) bendel Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali
nomor : 451PK/Pdt/2021/MARI atas nama pemohon PK YUSUF
HANAFI melawan Termohon PK BINJAMIN, dkk yang dilegalisir.
Seluruh barang bukti digunakan dalam berkas perkara lain an. PETRUS
GOENAWAN SOEDJONO
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Membaca berturut - turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Malang, Nomor 102/ Pid. B /2023/PN Mlg., bahwa Terdakwa
pada tanggal 10 Juli 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli
2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Malang, tanggal 10 Juli 2023 Nomor
102/Pid.B/2023/PN Mig.;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Malang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2023

dengan saksama;
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3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Malang, bahwa permintaan banding dari Penuntut
Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2023
dengan saksama

4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, bahwa masing - masing kepada
Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal
13 Juli 2023 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
tersebut;

5. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa
tertanggal 17 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Malang masing-masing pada tanggal 17 Juli 2023 dan telah
diberitahukan serta diserahkan salinannya pada tanggal 18 Juli 2023
kepada Penuntut Umum dengan saksama;

6. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2023
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal
24 Agustus 2023 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya
pada tanggal 28 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa
dengan saksama;

7. Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2023
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal

3 Agustus 2023 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya
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pada tanggal 7 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakkwa
dengan saksama;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding
yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan
Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal
17 Juli 2023 pada pokoknya memohon:

¢ Menerima permohonan banding dari Terdakwa YUSUF HANAFI
e Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 102
IPid.B/2023/PN Mig. yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum
pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023. yang dimohonkan banding
tersebut

MENGADILI SENDIRI:

+ Menyatakan Terdakwa YUSUF HANAFI tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan
Dakwaan Kedua;
+ Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaam dan
tuntutan karena perbuatan yang di dakwakan maupun yang dituntut
oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti unsur pidananya.
+ Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa
sebagaimana mestinya;
« Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori
Bandingnya tertanggal 17 Juli 2023 pada pokoknya memohon:
e Menerima permohonan banding dari Terdakwa YUSUF HANAFI
tersebut;
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e Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 Juli 2023
No. 102/Pid.B/2023/PN.Mlg. yang dimohonkan banding tersebut
MENGADILI SENDIRI:
Agar Yang Terhormat Majelis Hakim Banding Yang Mulia, yang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara ini :
1. Memberikan Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum (onslag van recht
vervolging) atau setidak-tidaknya Keringanan yang seringan-ringanya atas
Tuntutan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa YUSUF HANAFI.

2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya dan berdasarkan kemanusian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra Memori
Bandingnya tertanggal 31 Juli 2023 pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF HANAFI bersalah melakukan Tindak

Pidana“turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam

suatu Akta Otentik” sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 266 ayat (1)

KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan

Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF HANAFI dengan

pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa

segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4
Desember 1970 yang diterbitkan oleh Tjatatan Sipil Kotamadya Malang;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernjataan Ganti Nama Nomor Daftar
18357/Gt.Nm./Komad/196/L tanggal 25 September 1968 yang
diterbitkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaja dari
nama asal GO GIOK SOE diganti menjadi SINGOHARTO;
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3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/PWI Tahun 1968
tanggal 10 September 1968 tentang Kewarganegaraan;

4, 1 (satu) lembar Surat Tjatatan Pernjataan Keterangan
Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk tetap
menjadi Warga negara Republik Indonesia Pormulir 1I' A NomorUrut:
3552/'61 tanggal 31 mei 1961 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan
Negeri di Malang;

5. 1 (satu) lembar Surat Keteragan Pentjabutan Mutasi Nomor:
Pora.476/C-g-/1965 tanggal 20 April 1965 Ste.N0.51/62/ vyang
diterbitkan oleh Wakil Kepala Kantor Imigrasi Malang;

6. 1 (satu) lembar Surat Pernjataan Ganti Nama Nomor Daftar
4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang
diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang dari nama asal TAN
KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI;

7. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor:
111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Jo. Nomor: 267/PDT/2020/PT.Shy. tanggal 07
September 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa 1 (satu)
bendel fotocopy Surat dari WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H. dan
SULISWANTO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari YUSUF HANAFI
tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Memori Peninjauan Kembali

Perkara No. 111/Pdt.G/2019/Pn.Mlg jo No. 267/PDT/2020/PT SBY;
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8. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. tanggal
20 Februari 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa:
1) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari IIN DWI MULIA, S.H. dan
SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Kuasa Hukum Pembandinga.n.
YUSUF HANAFI;
2) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusustertanggal 02
Januari 2020 antara YUSUF HANAFI selaku Pemberi Kuasa dengan
IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku
Penerima Kuasa;
3) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah
sebagai Penasihat Hukum a.n. IIN DWI MULIA, S.H. tanggal 23
Maret 1995 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Jawa Timur;
4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERADI a.n. lIN
DWI MULIA, S.H.;
5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Plh. Panitera Pengadilan
Negeri Malang Klas 1.A tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman
Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mig;
6) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor

111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
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7) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 24
Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM,
S.H., M.Kn.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perkawinan
Nomor 35 / 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diterbitkan oleh Tjatatan
Sipil Kotamadya Malang beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar
fotocopy yang telah dilegalisir catatan ganti nama a.n. TAN KIEM TOEN
menjadi MAGDALENA SUPENAWATI yang dibuat oleh MASUWI
selaku pegawai luar biasaTjatatan Sipil di Malang tanggal 17 Oktober
1970;
10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir register nomor:
76 lembarke 27 tanggal 17 Oktober 1970 yang diterbitkan oleh
TjatatanSipil Malang;
11. 1 (satu) lembarfotocopySurat PernjataanGanti Nama Nomor
Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang
diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang darinamaasal TAN
KIEM TOEN digantimenjadi MAGDALENA SUPENAWATI.
12. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 22 Oktober 2019;
13. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan

Whatsapp dar Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr.
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PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 23 Oktober 2019 dan 24
Oktober 2019;

14, 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 26 Oktober 2019;

15. 1 (satu) lembar screenshot cetakan kontak nomor telpon
Whatsapp Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN dengan nomor
+6282233175533.

16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berisikan KTP
NIK: 3578062305450002 a.n. YUSUF HANAFI yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2017, KTP NIK:
3573023011470002 a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO vyang
diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 13 November 2015
dan kartu nama a.n. YUSUF HANAFI dengan alamat CV. Gemini Jaya
Diesel Jl. Jagiran No. 50 Surabaya;

17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga
No. 3578060601088249 dengan Kepala Keuarga a.n. YUSUF HANAFI
alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel. Petemon Kec.
Sawahan Kota Surabaya Kode Pos 60252 Prov. Jawa Timur yang
dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga

No. 3573021308072767 dengan Kepala Keuarga a.n. PETRUS
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GOENAWAN SOENJOTO alamat JI. Lembang 4 RT 004 RW 004 Kel.
Samaan Kec. Klojen Kota Malang Kode Pos 65112 Prov. Jawa Timur
yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Sidik Jari
Penghadap Judul Akta: Akta Pernyataan, tanggal Akta : 24 Oktober
2019 dan Nomor Akta : 76 dengan nama penghadap a.n. PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO (No. Telp. 0811362924) dan YUSUF HANAFI
( No. Telp. 0811304906);

20. 1 (satu) lembar cetakan foto pembacaan dan penandatanganan
Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019;

21. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan
Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris
DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn;

22. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pencabutan
Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 56 yang
dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal
16 Desember 2020.

23. Fotocopy Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020
yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;

24, Fotocopy Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24

Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA
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ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.al 16
Desember 2020.

25. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri
Malang Perdata Nomor: 174/Pdt.G.PIw/2018/PN Mg, tanggal 22 April
2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawanTergugat /
Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

26. 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi
Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober
2019 dengan Pembanding YUSF HANAFI melawanTerbanding
BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

27. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri
Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18 November
2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawan Tergugat /
Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

28. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Banding Pengadilan
Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.PIw/2020/PT. SBY, tanggal
2 Juni 2020 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawan
Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges.

29. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori Peninjauan
Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT

SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020;
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30. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali
Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo,
tanggal 31 Agustus 2020.

31. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN.Mlgtanggal 10 Desember 2019;

32. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFI sejumlah uang Rp.
3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita transfer
0272/SKUM/12/2019/PN Mlg untuk pembayaran panjar banding No.
111/Pdt.G/2019/PN Mg tanggal 10 Desember 2019;

33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri
Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari
2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN. Mig;

34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor: W14-U/961/HK.02/01/20, tanggal 28 Januari 2020
Perihal Permintaan kelengkapan berkas perkara banding PN. Malang
Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Milg;

35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitera Pengadilan Negeri
Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/489/HK.02/1/20, tanggal 31 Januari
2019 Perihal Relas Inzage Pembanding Perkara Nomor

111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;
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36. 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Pemberitahuan Memeriksa
Berkas (Inzage) No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 15 Januari 2020;
37. 1 (satu) bendel Memori Banding Atas Putusan Pengadilan
Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 29 Januari
2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H.
dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H. selaku Kuasa Hukum;
38. 1 (satu) bendel fotocopy memori bandaing atas putusan
Pengadilan Negeri Malang Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 28
Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. [IN DWI MULIA,
S.H dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H selaku kuasa hukum yang
diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Februari 2020;
39. 1 (satu) bendel Fotocopy turunan Putusan Kasasi nomor :
3362K/Pdt/202, pemohon kasasi DANIEL SINGOHARTO, dkk melawan
Termohon Kasasi YUSUF HANAFI yang di legalisir;
40. 1 (satu) bendel Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali
nomor : 451PK/Pdt/2021/MARI atas nama pemohon PK YUSUF
HANAFI melawan Termohon PK BINJAMIN, dkk yang dilegalisir.
Seluruh barang bukti digunakan dalam berkas perkara lain an.
PETRUS GOENAWAN SOEDJONO.
4. Menetapkan kepada terdakwa YUSUF HANAFI supaya membayar
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya

tertanggal 23 Agustus 2023 pada pokoknya memohon:
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1. Menyatakan terdakwa YUSUF HANAFI bersalah melakukan Tindak
Pidana“turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam
suatu Akta Otentik” sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 266 ayat (1)
KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan
Kesatu,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF HANAFI dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar
terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4
Desember 1970 yang diterbitkan oleh Tjatatan Sipil Kotamadya
Malang;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernjataan Ganti Nama Nomor Daftar
18357/Gt.Nm./Komad/196/L tanggal 25 September 1968 yang
diterbitkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaja dari
nama asal GO GIOK SOE diganti menjadi SINGOHARTO;
3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/PWI Tahun 1968
tanggal 10 September 1968 tentang Kewarganegaraan;
4, 1 (satu) lembar Surat Tjatatan Pernjataan Keterangan
Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk tetap

menjadi Warga negara Republik Indonesia Pormulir I A NomorUrut:
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3552/'61 tanggal 31 mei 1961 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan
Negeri di Malang;
5. 1 (satu) lembar Surat Keteragan Pentjabutan Mutasi Nomor:
Pora.476/C-g-/1965 tanggal 20 April 1965 Ste.No.51/62/ yang
diterbitkan oleh Wakil Kepala Kantor Imigrasi Malang;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernjataan Ganti Nama Nomor Daftar
4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang
diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang dari nama asal TAN
KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor:
111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Jo. Nomor: 267/PDT/2020/PT.Shy. tanggal
07 September 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa 1
(satu) bendel fotocopy Surat dari WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H.
dan SULISWANTO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari YUSUF HANAFI
tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Memori Peninjauan Kembali
Perkara No. 111/Pdt.G/2019/Pn.Mlg jo No. 267/PDT/2020/PT SBY;
8. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. tanggal
20 Februari 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa:
1. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari IIN DWI MULIA, S.H. dan
SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Kuasa  Hukum

Pembandinga.n. YUSUF HANAFI;
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2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusustertanggal 02
Januari 2020 antara YUSUF HANAFI selaku Pemberi Kuasa
dengan IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H.
selaku Penerima Kuasa;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah
sebagai Penasihat Hukum a.n. IIN DWI MULIA, S.H. tanggal 23
Maret 1995 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Jawa Timur;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERADI a.n. IIN
DWI MULIA, S.H.;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Plh. Panitera Pengadilan
Negeri Malang Klas 1.A tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman
Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN Mg tanggal 10 Desember 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 24
Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM,
S.H., M.Kn.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perkawinan
Nomor 35 / 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diterbitkan oleh Tjatatan
Sipil Kotamadya Malang beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar
fotocopy yang telah dilegalisir catatan ganti nama a.n. TAN KIEM

TOEN menjadi MAGDALENA SUPENAWATI yang dibuat oleh
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MASUWI selaku pegawai luar biasaTjatatan Sipil di Malang tanggal 17
Oktober 1970;

10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir register nomor:

76 lembarke 27 tanggal 17 Oktober 1970 yang diterbitkan oleh

TjatatanSipil Malang;
11. 1 (satu) lembarfotocopySurat PernjataanGanti Nama Nomor
Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967
yang diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang darinamaasal
TAN KIEM TOEN digantimenjadi MAGDALENA SUPENAWATI.
12. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 22 Oktober 2019;
13. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dar Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 23 Oktober 2019 dan
24 Oktober 2019;
14. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 26 Oktober 2019;
15. 1 (satu) lembar screenshot cetakan kontak nomor telpon
Whatsapp Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN dengan nomor

+6282233175533.
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16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berisikan KTP
NIK: 3578062305450002 a.n. YUSUF HANAFI yang diterbitkan
oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2017, KTP NIK:
3573023011470002 a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 13 November
2015 dan kartu nama a.n. YUSUF HANAFI dengan alamat CV.
Gemini Jaya Diesel Jl. Jagiran No. 50 Surabaya;

17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga
No. 3578060601088249 dengan Kepala Keuarga a.n. YUSUF
HANAFI alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel.
Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya Kode Pos 60252 Prov.
Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga
No. 3573021308072767 dengan Kepala Keuarga a.n. PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO alamat JI. Lembang 4 RT 004 RW 004
Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang Kode Pos 65112 Prov. Jawa
Timur yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Sidik Jari
Penghadap Judul Akta: Akta Pernyataan, tanggal Akta : 24 Oktober

2019 dan Nomor Akta : 76 dengan nama penghadap a.n. PETRUS
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GOENAWAN SOENJOTO (No. Telp. 0811362924) dan YUSUF
HANAFI ( No. Telp. 0811304906);

20. 1 (satu) lembar cetakan foto pembacaan dan penandatanganan
Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019;

21. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan
Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris
DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;

22. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pencabutan
Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 56 yang
dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada
tanggal 16 Desember 2020.

23. Fotocopy Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020
yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;\
24. Fotocopy Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24
Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA
ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.al 16
Desember 2020.

25. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri
Malang Perdata Nomor: 174/Pdt.G.PIw/2018/PN Mlg, tanggal 22
April 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI
melawanTergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
26. 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi

Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29
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Oktober 2019  dengan Pembanding  YUSF HANAFI
melawanTerbanding BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

27. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri
Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18
November 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI
melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Banding Pengadilan
Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.PIw/2020/PT. SBY,
tanggal 2 Juni 2020 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI
melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori Peninjauan
Kembali Nomor  111/Pdt.G/2019/PN Mlg  Jo. Nomor
267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020;

30. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali
Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo,
tanggal 31 Agustus 2020.

31. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN.Mlgtanggal 10 Desember 2019;

32. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFI sejumlah uang Rp.
3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita
transfer 0272/SKUM/12/2019/PN Mlg untuk pembayaran panjar

banding No. 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
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33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri
Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari
2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN. Mig;

34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor: W14-U/961/HK.02/01/20, tanggal 28 Januari
2020 Perihal Permintaan kelengkapan berkas perkara banding PN.
Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mig;

35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitera Pengadilan Negeri
Malang Klas 1A Nomor: W214.U2/489/HK.02/1/20, tanggal 31
Januari 2019 Perihal Relas Inzage Pembanding Perkara Nomor
111/Pdt.G/2019/PN. Mig;

36. 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Pemberitahuan Memeriksa
Berkas (Inzage) No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 15 Januari
2020;

37. 1 (satu) bendel Memori Banding Atas Putusan Pengadilan
Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 29 Januari
2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. 1IN DWI MULIA,
S.H. dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H. selaku Kuasa Hukum;
38. 1 (satu) bendel fotocopy memori bandaing atas putusan
Pengadilan Negeri Malang Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Mig,
tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr.

IIN DWI MULIA, S.H dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H selaku
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kuasa hukum yang diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada
tanggal 3 Februari 2020;
39. 1 (satu) bendel Fotocopy turunan Putusan Kasasi nomor :
3362K/Pdt/202, pemohon kasasi DANIEL SINGOHARTO, dkk
melawan Termohon Kasasi YUSUF HANAFI yang di legalisir;
40. 1 (satu) bendel Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali
nomor : 451PK/Pdt/2021/MARI atas nama pemohon PK YUSUF
HANAFI melawan Termohon PK BINJAMIN, dkk yang dilegalisir.
Seluruh barang bukti digunakan dalam berkas perkara lain an.
PETRUS GOENAWAN SOEDJONO.
4) Menetapkan kepada terdakwa YUSUF HANAFI supaya membayar

biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang dikemukakan oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun dalam
kontra memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca dan mempelajari dengan saksama serta mencermati pula
pertimbangan hukum dari Majelis hakim Tingkat Pertama, maka Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta - fakta yang terungkap
dipersidangan tidak terdapat alasan atau fakta yang perlu dipertimbangkan

lagi guna membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor
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102/Pid.B/2023/PN Mlg. tanggal 10 Juli 2023 yang dimohonkan banding
tersebut, lagi pula ternyata keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut
merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa
dan Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama,
dimana hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak terdapat hal - hal baru
yang perlu dipertimbangkan lagi untuk menentukan tentang terbukti atau
tidaknya dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu memori banding dari
Terdakwa dan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg.,
tanggal 10 Juli 2023, dan memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa
maupun yang yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta kontra memori
banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama,
karena telah mempertimbangkan semua unsur - unsur dari dakwaan
Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta - fakta hukum yang
terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;
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Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya diambil
alih sepenuhnya serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding,
kecuali terhadap hal yang menyangkut pidana yang dijatuhkan terhadap diri
Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga
pidana tersebut harus diubah dengan pidana sebagaimana dinyatakan
dalam amar putusan di bawah ini yang dinilai sudah tepat, adil dan
proporsional dengan pertimbangn sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap
diri Terdakwa, setelah memperhatikan usia Terdakwa yang sudah lanjut usia
yaitu telah berusia 78 tahun lebih serta perbuatan Terdakwa belum
menimbulkan kerugian bagi saksi Daniel Singoharto dihubungkan pula
dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-semata dimaksudkan untuk
balas dendam tetapi juga harus bersifat pembinaan dan mendidik serta
memperbaiki diri Terdakwa agar menjadi seorang warga negara yang patuh
dan taat pada hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa adalah lebih tepat apabila pembinaan terhadap Terdakwa tersebut
dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan vyaitu dengan memberikan
kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan pembinaan mandiri,
sehingga timbul kesadaran bahwa perbuatannya tersebut salah dan rasa
penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya yang salah

tersebut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di
atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 102/Pid.B/2023/PN
Mlg., tanggal 10 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sedangkan
putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan
ditentukan dalam amar putusan ini;
Mengingat Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1
KUHPidana Jo. Pasal 14 a ayat (1) KUH Pidana, dan Undang - Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan pasal -
pasal lain dari Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan
perkara ini;
MENGADILI
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 102/Pid.B/2023/PN
Mlg. tanggal 10 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar
mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
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1. Menyatakan terdakwa YUSUF HANAFI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta menyuruh
memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Otentik”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana
penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika
dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain disebabkan
karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu 10
(sepuluh) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4
Desember 1970 yang diterbitkan oleh Tjatatan Sipil Kotamadya
Malang;

2. 1 (satu) lembar Surat Pernjataan Ganti Nama Nomor Daftar
18357/Gt.Nm./Komad/196/L tanggal 25 September 1968 yang
diterbitkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaja dari
nama asal GO GIOK SOE diganti menjadi SINGOHARTO;

3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/PWI Tahun 1968
tanggal 10 September 1968 tentang Kewarganegaraan;

4, 1 (satu) lembar Surat Tjatatan Pernjataan Keterangan
Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk tetap

menjadi Warga negara Republik Indonesia Pormulir II A NomorUrut:
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3552/'61 tanggal 31 mei 1961 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan
Negeri di Malang;
5. 1 (satu) lembar Surat Keteragan Pentjabutan Mutasi Nomor:
Pora.476/C-g-/1965 tanggal 20 April 1965 Ste.No.51/62/ yang
diterbitkan oleh Wakil Kepala Kantor Imigrasi Malang;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernjataan Ganti Nama Nomor Daftar
4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang
diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang dari nama asal TAN
KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor:
111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Jo. Nomor: 267/PDT/2020/PT.Shy. tanggal
07 September 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa 1
(satu) bendel fotocopy Surat dari WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H.
dan SULISWANTO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari YUSUF HANAFI
tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Memori Peninjauan Kembali
Perkara No. 111/Pdt.G/2019/Pn.Mlg jo No. 267/PDT/2020/PT SBY;
8. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. tanggal
20 Februari 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa:
1 (satu) bendel fotocopy Surat dari IIN DWI MULIA, S.H. dan
SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Kuasa Hukum

Pembandinga.n. YUSUF HANAFI;
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2 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusustertanggal 02
Januari 2020 antara YUSUF HANAFI selaku Pemberi Kuasa
dengan IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H.
selaku Penerima Kuasa;
3 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah
sebagai Penasihat Hukum a.n. [IN DWI MULIA, S.H. tanggal 23
Maret 1995 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
4 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERADI a.n. |IN
DWI MULIA, S.H.;
5 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Plh. Panitera Pengadilan
Negeri Malang Klas 1.A tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman
Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Milg;
6 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
7 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 24
Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM,
S.H., M.Kn.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perkawinan
Nomor 35 / 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diterbitkan oleh Tjatatan
Sipil Kotamadya Malang beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar
fotocopy yang telah dilegalisir catatan ganti nama a.n. TAN KIEM

TOEN menjadi MAGDALENA SUPENAWATI yang dibuat oleh
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MASUWI selaku pegawai luar biasaTjatatan Sipil di Malang tanggal 17
Oktober 1970;

10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir register nomor:
76 lembarke 27 tanggal 17 Oktober 1970 yang diterbitkan oleh
TjatatanSipil Malang;

11. 1 (satu) lembarfotocopySurat PernjataanGanti Nama Nomor
Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang
diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang darinamaasal TAN
KIEM TOEN digantimenjadi MAGDALENA SUPENAWATI.

12. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 22 Oktober 2019;

13. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dar Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 23 Oktober 2019 dan 24
Oktober 2019;

14. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan
Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr.
PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 26 Oktober 2019;

15. 1 (satu) lembar screenshot cetakan kontak nomor telpon
Whatsapp Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN dengan nomor

+6282233175533.
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16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berisikan KTP
NIK: 3578062305450002 a.n. YUSUF HANAFI yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2017, KTP NIK:
3573023011470002 a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 13 November 2015
dan kartu nama a.n. YUSUF HANAFI dengan alamat CV. Gemini Jaya
Diesel Jl. Jagiran No. 50 Surabaya;

17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga
No. 3578060601088249 dengan Kepala Keuarga a.n. YUSUF
HANAFI alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel. Petemon
Kec. Sawahan Kota Surabaya Kode Pos 60252 Prov. Jawa Timur
yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga
No. 3573021308072767 dengan Kepala Keuarga a.n. PETRUS
GOENAWAN SOENJOTO alamat JI. Lembang 4 RT 004 RW 004 Kel.
Samaan Kec. Klojen Kota Malang Kode Pos 65112 Prov. Jawa Timur
yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Sidik Jari
Penghadap Judul Akta: Akta Pernyataan, tanggal Akta : 24 Oktober

2019 dan Nomor Akta : 76 dengan nama penghadap a.n. PETRUS
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GOENAWAN SOENJOTO (No. Telp. 0811362924) dan YUSUF
HANAFI ( No. Telp. 0811304906);

20. 1 (satu) lembar cetakan foto pembacaan dan penandatanganan
Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019;

21. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan
Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris
DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;

22. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pencabutan
Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 56 yang
dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal
16 Desember 2020.

23.  Fotocopy Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020
yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;

24.  Fotocopy Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24
Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA
ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.al 16
Desember 2020.

25. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri
Malang Perdata Nomor: 174/Pdt.G.Plw/2018/PN Mlg, tanggal 22 April
2019 dengan Pengguat / Pelawan  YUSUF  HANAFI
melawanTergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

26. 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi

Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober
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2019 dengan Pembanding YUSF HANAFI melawanTerbanding
BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

27. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri
Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18
November 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI
melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

28. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Banding Pengadilan
Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.Plw/2020/PT. SBY,
tanggal 2 Juni 2020 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI
melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges.

29. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori Peninjauan
Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mig Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT
SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020;

30. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali
Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo,
tanggal 31 Agustus 2020.

31. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN.Mlgtanggal 10 Desember 2019;

32. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFI sejumlah uang Rp.
3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita transfer
0272/SKUM/12/2019/PN Mlg untuk pembayaran panjar banding No.

111/Pdt.G/2019/PN Mig tanggal 10 Desember 2019;
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33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri
Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari
2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor
111/Pdt.G/2019/PN. Milg;

34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor: W14-U/961/HK.02/01/20, tanggal 28 Januari 2020
Perihal Permintaan kelengkapan berkas perkara banding PN. Malang
Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mig;

35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitera Pengadilan Negeri
Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/489/HK.02/1/20, tanggal 31 Januari
2019 Perihal Relas Inzage Pembanding Perkara Nomor
111/Pdt.G/2019/PN. Milg;

36. 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Pemberitahuan Memeriksa
Berkas (Inzage) No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 15 Januari
2020;

37. 1 (satu) bendel Memori Banding Atas Putusan Pengadilan
Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 29 Januari
2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. [IN DWI MULIA, S.H.
dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H. selaku Kuasa Hukum;

38. 1 (satu) bendel fotocopy memori bandaing atas putusan
Pengadilan Negeri Malang Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Mg, tanggal
28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. [IN DWI

MULIA, S.H dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H selaku kuasa hukum
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yang diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Februari

2020;

39. 1 (satu) bendel Fotocopy turunan Putusan Kasasi nomor :

3362K/Pdt/202, pemohon kasasi DANIEL SINGOHARTO, dkk

melawan Termohon Kasasi YUSUF HANAFI yang di legalisir;

40. 1 (satu) bendel Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali

nomor: 451PK/Pdt/2021/MARI atas nama pemohon PK YUSUF

HANAFI melawan Termohon PK BINJAMIN, dkk yang dilegalisir.

Seluruh barang bukti digunakan dalam berkas perkara lain an.
PETRUS GOENAWAN SOEDJONO.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima
ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami Ahmad Gaffar, S.H., M.H.,
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Heru
Mulyono llwan, S.H.,M.H. dan Sunardi, S.H.,M.H., masing - masing Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan
putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu dan tanggal 13 September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan
dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu Jatim Roestjahjono,
S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa

dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Heru Mulyono llwan, S.H.,M.H. Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Sunardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.
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